Menimbang

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

FERATURAN DAERAH

KABUPATZN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat
(6) Undang-Undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Deerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nornor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerali dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daeral., Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama,

bahwa penyempuinaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagainana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,



Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755),

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi1 dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3903) secbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubehan Atas Uadang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jamb: dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indcnesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambdahan Lembaran Negara Republik



10

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomcr 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar
Negare Republik Indonesia Nomor 6801),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dcerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negare Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teatang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ir donesia Nomor 5679),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028},

Peratu-an Pemerirtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraiuran
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesiet Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
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12

13

14

15

16

Peraturan Pemeriitah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Polititk (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebageimana telah  dmubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomo- 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 teatang
Standar Akuntansi: Pemerintahan (Lembaran Negara
Repub 1k Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
Peraturan Pemeriatah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
Peraturan Pemerir tah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomorl14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 .entang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402),

Peraturan Pemerirtah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administras: Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106)

sebagaimana telah  dmuubah dengan  Peraturan
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pAl

22

23

Pemerntah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpina dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negarzae Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847),

Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanar. Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negare Republik Inndonesia Nomor 6178),

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iridonesia Nomor 6224),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 teatang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repub 1k Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
Peraturan Pemerinitah Nomor 13 Tahun 2019 teatang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6323),

Peraturan Presider Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
sebagaimana telat diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Presider Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112,
Peratu-an Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 398)

Peratu-an Menter1 Dalam Neger1 Nomor 52 Tahun 2012

Tentang Pedoman Pengelolaan Investas:1 Pemerintah
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754),

Peraturan Menter; Dalam Neger1 Nomor 62 tahun 2017
tentar g Pengelomookan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaen dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Beriia Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067,

Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentakan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalarr Neger1 Republik Indonesia Nomor 120 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter: Dalam
Neger1 Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produx Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembargunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menerigah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daeralh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomo:1 1312),

Peraturan Mentei1 Dalam Neger1 Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ( Berta
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),
Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Care Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrast Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630| sebagaimana telah diubah dsngan
Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 78 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menter1 Dalam Neger:
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Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Pengar ggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeral, dan Tertib Administrasi1 Pengajuan, Penyalaran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Barituan
Keuangan Partai Polittk (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777),

Peraturan Menter1 dalam Neger1 Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikas1 dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447),

Peratuian Menter1 Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tzknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

Peratuwian Menter1 Dalam Neger1 Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluast Rancangan Peraturan
Daeral tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan  Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan FKancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431),

Peraturan Menter1 Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1424) sebagaimana telah diubah menjadi Peraiuran
Menter1  Keuangan Republik Indonesia  Nomor
128/PMK 07/2022 tentang Perubahan atas Nomor
190/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
819),

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomo: 363),
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Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dae-ah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648),
Peratuian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangks Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat
tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11)
sebagaimana telal. diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2.005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2019 Nomor 1),

Peraturtan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Normr.or 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tarnjung
Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung BElarat Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susanan
Perangikat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Berat Tahun 2021 Nomor 5),

Peraturtan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguanan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Taryung
Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupseten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor
4),

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2022 Nomor 1),
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Peratu-an Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024-2044
(Lemberan Daeral Kabupaten Tanjung Jabung 3arat
Tahun 2024 Nomor 3),

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuen Sosial yang bersumber dar1 Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tamnjung
Jabung Barat Nomor 34),

Peratwian Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30
Tahun 2022 teritang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawabean Belanja Subsidi kepada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan
Kabupaten Tanjuag Jabung Barat (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor
30),

Peratwian Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22
Tahun 2023 tentaag Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahin 2023 Nomor 22),

Peratwian Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2023 Nomor 28),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG . ABUNG BARAT
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



Pasal 1

Dalam peraturan daerah in1 yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2 Bupati adalah Bupati Taryung Jabung Barat

3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaig selanjutnya disingkat DPRD zdalah
DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Berat

4 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Pervrakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan deagan prinsip otonom seluas-luasnya
dalam sistem dan p-nsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

5 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyeler.ggara
Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemermtahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom

6 Perangkat Daerah adalah unsur Pecmbantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah

7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangar tahunan pemernintahan daerah yang dibahas dan
disetuju1 bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah

Pasal 2
APBD terdir1 atas pendapatan daerah, be anja daerah, dan pembiayaan daerah

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar

Rp 1 938 834 850 495,- (Satu triliun sembilan ratus tiga puluh delapan mihar
delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat
ratus sembilan puluh lima rupiah), yang sersumber dan

a pendapatan ash daerah,

b pendapatan transfer, dan

¢ lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hiruf a

direncanakan sebesar Rp 150 831 480 309,- (Seratus llma puluh mihar
delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu tiga

ratus sembilan rupiah), vang terdir1 atas



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(1)

a pajak daerah,

b retribusi daerah,

c hasil pengelolaan kelkayaan daerah yang di pisahkan, dan

d lain-lain pendapatan ash daerah yang sah

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 62 718 077 6€87,- (Enam puluh dua mihar tujuh ratus delapan
belas juta tujuh puluh tujuh nbu enam ratus delapan puluh tujuh
rupiah)

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 2 599 500 000,- (Dua mihar lima ratus sembilan
puluh sembilan juta lima ratus ribu -upiah)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢  direncanakan  sebesar
Rp 13 213 000 000,- (Tiga belas miliar dua ratus tiga belas juta rupiah)
Lain-lain pendapatan ash daerah yeng sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebzsar Rp 72 300 902 622,00,- (Twuh
puluh dua miliar tiga ra us juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua

puluh dua rupiah)

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp 1 788 003 370 186,- (Satu trilun tujuh ratus
delapan puluh delapan ruhar tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus
delapan puluh enam rupiah), yang terdir1 atas
a pendapatan transfer oemerintah ousat, dan
b pendapatan transfer antar daerah
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 714 752 419 000,- (Satu triliun
tujuh ratus empat belas miliar tyyjuh ratus Iima puluh dua juta empat
ratus sembilan belas ribu rupiah)
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 73 250 951 186,- (Tujuh puluh tiga
miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu

seratus delapan puluh enam rupiah)

Pasal 6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud clalam
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp O,- (Nol rupiah), yang terdin

atas



(2)

(3)

(4)

(2)

a pendapatan hibah,
b dana darurat, dan
lain-lain pendapatan sesuai denzan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp O,- (Nol rupah)
Dana Darurat sebagaimena dimaksud pada ayat (1) huruf b direncar akan
sebesar Rp 0,- (Nol rupiah),
Lain-lain pendapatan sssuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncarakan

sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)

Pasal 7
Anggaran Belanja Daersh Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp 2 018 834 850 495,- (Dua triliun delapan belas mihar delapan ratus
tiga puluh empat juta delapan ratus lma puluh ribu empat ratus
sembilan puluh lima rupiah), yang terdir1 atas
a belanja operasional,
b belanja modal,
c belanja tidak terduga, dan

d belanja transfer

Pasal 8
Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp 1 199 651 809 249,- (Satu trihlun seratus
sembilan puluh sembilarni mihar enam ratus lima puluh satu juta delapan
ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdir
atas

a belanja pegawai,

o

belanja barang dan jasa,

belanja bunga,

C

d belanja subsidi,

e belanja hibah, dan

f belanja bantuan sosiel

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 649 384 751 812,- (Enam ratus empat puluh
sembilan milhar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima

puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah)



(4)

(5)

(3)

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 509 279 930 792,- (Lima ratus sembilan mihar
dua ratus tujuh puluh sembilan jute sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh
ratus sembilan puluh dua rupiah)

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 4 266 121 000,- (Empat miliar dua ratus snam
puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Belanja hibah sebagaimena dimaksud pada ayat (1) huruf e direncar akan
sebesar Rp 32 421 005 645,- (Tiga puluh dua mihar empat ratus dua
puluh satu juta ima ribu enam ratus empat puluh ima rupiah)

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hiruf f
direncanakan sebesar Kp 4 300 000 000,- (Empat mihar tiga ratus juta
rupiah)

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Fp 546 343 661 725,- (Lima ratus empat puluh
enam miliar tiga ratus erapat puluh {iga juta enam ratus enam puluh satu
ribu tujuh ratus dua puluah lima rupiah), yang terdin1 atas
a belanja modal tanah
b belanja modal peralatan dan mesin
c belanja modal bangunan dan gedung
d belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,
e belanja modal aset tetap lainnya, dan
f belanja modal aset lainnya,
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncankan sebesar Rp 156 000 000,- (Seratus hma puluh enam juta
rupiah)
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 39 661 678 853,- (Tiga puluh sembilan
miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan
ribu delapan ratus lima puluh tiga ri piah)
Belanja modal gedung dan bangunen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 137 490 066 393,- (Seratus tiga
puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta enam puluh enam

ribu tiga ratus sembilan juluh tiga rupiah)



(6)

(7)

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigas: sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 360 851 050 099,- (Tiga ratus
enam puluh mihar delapan ratus lma puluh satu juta lima puluh ribu
sembilan puluh sembilan rupiah)

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 8 184 866 380,- (Delapan miliar seratus
delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus
delapan puluh rupiah)

Belanja modal aset lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp O,- (Nol rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimr ana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

ldirencanakan sebesar Rp 21 000 000 (00,- (Dua puluh satu mihar ruoiah),

yang terdin1 atas Belanja Tidak Terduga

Pasal 11
Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp 251 839 279 521,- (Dua ratus lima puluh satu
mihar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh
sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdin1 atas
a belanja bag: hasil, dan
b belanja bantuan keuangan
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 6 122 7344 355,- (Enam mihar seratus dua
puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh
lima rupiah)
Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 245 716 635 166,- (Dua ratus empat puluh lima
miliar tujuh ratus enarn belas juta enam ratus tiga puluh lma ribu

seratus enam puluh enam rupiah)

Pasal |2

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar

Rp 80 000 000 000,- (Delapan puluh milier rupiah), yang terdir1 atas

a penerimaan pembiayaan, dan

b pengeluaran pembiayaan



(1)

Pasal 13
Anggaran penermmaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a direncanalan Rp 80 000 000 000,- (Delapan puluh miliar
rupiah), yang terdir: atas

a sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,

b pencairan dana cadangan,

¢ hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

d penerimaan pinjaman daerah,

e penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan

f penennmaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan
Sisa lebith perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 80 000 000 000,- (Delapan puluh mihar rupiah)
Pencairan dana cadangen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimeksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)
Penerimaan pinjaman daerah sebagcumana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rnapiah)
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimeksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah),
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan pera uran
perundang-undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp O,- (Nol rupnah)

Pasal 14
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah), yang terdin atas
a pembentukan dana cadangan,
b penyertaan modal dacrah,
c pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,
d pemberian pinjaman daerah, dan
e pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangar
Pembentukan dana cadangan sebagsumana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)
Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rr 0,- (Nol ruriah)



(9)

(6)

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rugiah)
Pemberian pinjaman dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuar dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol rupiah)

Pasal 15
Selisth antara anggaran pendapaten daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar
(Rp 80 000 000 000,-) (Delapan puluh miliar rupiah)
Pembiayaan neto yang merupaken selisih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp 80 000 000 000,- (Delapan puluh miliar rupiah)

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Pera:uran

Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya dan/aiau pengeluaran melebihi pagu yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah 1ni, yang selanjutnya dimasukan

dalam Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

Anggaran 2025

Keadaan darurat sebagaimana dimalk sud pada ayat (1) meliput

a bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa,

b pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau

c kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput:

a kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tsrsedia dalam tahun anggaran berjalan,

b belanja daerah yang bersifat menzikat dan belanja yang bersifat wajib,

c pengeluaran daerah

d yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan, dan/atau



e pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebth besar bagi pemerintah daerah dan/atau

masyarakat

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah 1n1 terdiri dari

a Lampiran

b Lampiran

¢ Lampiran

d Lampiran

e Lampiran

f Lampiran

g Lampiran

h Lampiran

1 Lampiran

] Lampiran

k Lampiran

I

II

III

VI

VII

VIII

X

XI

Ringkasan APBD yang, Diklasifikas1 Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2025,

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisast Tahun Anggzaran
2025,

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelorapok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2025,

Rekapitules1 Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Crganisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasi dan
Sub Kegia an Beserta Keluaran Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun Anggarar 2025,

Rekapitulas1 Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungs: Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran
2025,

Rekapitulast Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun
Anggaran 2025,

Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan
APBD Tahun Anggarar: 2025,

Sinkronisas1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah
tentang AFBD Tahun Anggaran 2025,

Sinkronisas1 Program Prioritas Nasional dan Prioritas
Propinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2025,

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
Tahun Anggaran 2025,

Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025,



Pasal 18
Bupat1i Tanjung Jabung Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD

Pasal 19
Peraturan Daerah i1 mulai berlaku pade tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah im dengan penempatannya calam Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal
sada tanggal, \B DeSemBE¥ 2024
JUNG JABUNG BARAT

Diundangkan di1 Kuala Tungkal
pada tanggal, 1% DE®eMee- 2024

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PROVINSI JAMBI (10-74/2024)



